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PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 02 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK DI PENGADILAN

Men imbang  :  a .

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Keterbukaan in formasi  merupakan sarana dalam mengopt imalkan

par t is ipas i  publ ik  terhadap penyelenggaraan negara dan badan

publ ik  la innya dan segala sesuatu yang berak ibat  pada kepent ingan

pub l i k ;

Bahwa Undang-undang Nomor L4 Tahun 2008 tentang Keter ;bukaan

Informasi  Publ ik  be lum secara je las mengatur  ta ta cara penyelesaian

sengketa in formasi  d i  Pengadi lan;

Bahwa untuk i tu  Mahkamah Agung memandang per lu  mengatur  ta ta

cara penyelesaian sengketa in formasi  d i  Pengadi lan mela lu i

Peraturan Mahkamah Agung.

Pasal  24 Undang-undang Dasar  Tahun 1945 sebagaimana te lah

diubah dan d i tambah,  dengan Perubahan Keempat  Tahun 2002;

Reglemen Indonesia yang d iperbaru i  (HlR) ,  Staatsb laad Nomor 44

Tahun l "94L dan Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar  Jawa

dan Madura (RBg), Staatsblaad Nomor 227 Tahun 1927;

Undang-undang Nomor L4 Tahun 1-985 sebagaimana te lah d iubah

dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan

atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Agung dan terakhi r  dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009

tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor L4 Tahun

1985 tentang Mahkamah Agung;

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1-986 sebagaimana te lah d iubah

dengan Undang-undang Nomor B Tahun 2OO4 tentang Perubahan

atas Undang-undang Nomor 2 Tahun L9B6 tentang Peradi lan Umum

dan terakhi r  dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang

Mengingat :  1 .

b .

c .

2.

3 .

4.



Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun L986 tentang

Perad i l an  Umum;

undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana te lah d iubah

dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan

atas Undang-undang Nomor 5 Tahun L986 tentang Peradi lan Tata

Usaha Negara dan terakhi r  dengan undang-undang Nomor 5 l -  Tahun

2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun

l -986 tentang Peradi lan Tata Usaha Negara;

Undang-undang Nomor L4 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi  Publ ik ;  dan

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK Dl

PENGADILAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal  L

Dalam Peraturan Mahkamah Agung in i  yang d imaksud dengan:

L.  Gugatan adalah keberatan yang d ia jukan o leh sa lah satu atau para p ihak yang secara

ter tu l is  menyatakan t idak mener ima Putusan Komis i  In formasi  (se lanjutnya d isebut

"Keberatan"  ) .

2 .  Putusan Komis i  In formasi  adalah putusan a jud ikas i  non l i t igas i  yang d ike luarkan o leh

Komis i  In formasi  terka i t  sengketa antara Badan Publ ik  dan Pemohon Informasi  Publ ik

berdasarkan a lasan sebagaimana d imaksud dalam Pasal  35 ayat  (1)  Undang-undang

tentang Keterbukaan Informasi  Publ ik .

3 .  Komis i  In formasi  adalah lembaga sebagaimana d imaksud dalam Undang-undang

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan ln formasi  Publ ik .

4 .  In formasi  adalah keterangan,  pernyataan,  gagasan,  dan tanda- tanda yang mengandung

ni la i ,  makna,  dan pesan,  ba ik  data,  fakta maupun penje lasannya yang dapat  d i l ihat ,

d idengar ,  dan d ibaca yang d isa j ikan dalam berbagai  kemasan dan format  sesuai

dengan perkembangan teknologi  in formasi  dan komunikas i  secara e lekt ronik  ataupun

non-e lekt ronik .

5.  In formasi  Publ ik  adalah in formasi  yang d ihas i lkan,  d is impan,  d ike lo la ,  d ik i r im,  dan/atau

di ter ima o leh suatu Badan Publ ik  Negara dan Badan Publ ik  se la in  Badan Publ ik  Negara

yang berkai tan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau

5 .

6 .

7 .



penyelenggara dan penyelenggaraan badan publ ik  la innya yang sesuai  dengan Undang-

undang Nomor L4 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi  Publ ik  ser ta in formasi

la in  yang berkai tan dengan kepent ingan publ ik .

6 .  Pemohon Informasi  adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang

mengajukan permintaan in formasi  publ ik  sebagaimana d iatur  da lam Undang-undang

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi  Publ ik '

7 .  Badan Publ ik  adalah Badan Publ ik  Negara dan Badan Publ ik  se la in  Badan Publ ik  Negara.

B.  Badan Publ ik  Negara adalah lembaga eksekut i f ,  leg is la t i f ,  yudikat i f ,  dan badan la in  yang

fungsi  dan tugas pokoknya berkai tan dengan penyelenggaraan negara,  yang sebagian

atau se luruh dananya bersumber dar i  anggaran pendapatan dan belanja negara

dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

9.  Badan Publ ik  se la in  Badan Publ ik  Negara adalah adalah BUMN, BUMD, organisas i  non

pemer intah dan par ta i  po l i t ik  yang sebagian atau se luruh dananya bersumber dar i

anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja

daerah,  sumbangan masyarakat ,  dan/atau luar  neger i .

10.  P ihak adalah p ihak-p ihak yang semula bersengketa d i  Komis i  In formasi ,  ya i tu  Pemohon

lnformasi  dengan Badan Publ ik  Negara atau Badan Publ ik  se la in  Badan Publ ik  Negara.

11.  Har i  adalah har i  ker ja .

12.  Pengadi lan adalah Pengadi lan Neger i  a tau Pengadi lan Tata Usaha Negara

BAB I I

KEWENANGAN MENGADILI

Pasal  2

Penyelesaian sengketa in formasi  d i  Pengadi lan d i lakukan o leh Peradi lan Umum atau

Peradi lan Tata Usaha Negara.

Pasa l  3

Sesuai  dengan Pasal  47 dan Pasal  48 Undang-undang Nomor l -4  Tahun 2008 tentang

Keterbukaan ln formasi  Publ ik :

a .  Pengadi lan Neger i  berwenang untuk mengadi l i  sengketa yang d ia jukan o leh Badan

Publ ik  se la in  Badan Publ ik  Negara dan/atau Pemohon Informasi  yang meminta

informasi  kepada Badan Publ ik  se la in  Badan Publ ik  Negara.

b.  Pengadi lan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadi l i  sengketa yang d ia jukan

oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon lnformasi yang meminta informasi

kepada Badan Publ ik  Negara.



BAB I I I

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

Pasa l  4

(1)  Salah satu atau para p ihak yang t idak mener ima putusan Komis i  In formasi  dapat

mengajukan keberatan secara ter tu l is  ke Pengadi lan yang berwenang'

(2)  Keberatan sebagaimana d imaksud ayat  (L)  d ia jukan dalam tenggang waktu 14 (empat

belas)  har i  se jak sa l inan putusan Komis i  In formasi  d i ter ima o leh para p ihak

berdasarkan tanda bukt i  pener imaan'

(3)  Dalam hal  sa lah satu atau para p ihak t idak mengajukan keberatan sebagaimana

dimaksud ayat  (2)  maka putusan Komis i  In formasi  berkekuatan hukum tetap '

Pasal  5

(1)  Set iap keberatan,  ba ik  yang d ia jukan o leh Pemohon in formasi  maupun Badan Publ ik

d ia jukan ke pengadi lan yang wi layah hukumnya mel iput i  tempat  kedudukan Badan

Publ ik .

(2)  Dalam hal  keberatan d ia jukan o leh Pemohon Informasi  namun tempat  kedudukan

Badan publ ik  t idak berada dalam wi layah hukum Pengadi lan tempat  kediaman

pemohon ln formasi ,  maka keberatan dapat  d ia jukan ke Pengadi lan yang wi layah

hukumnya mel iput i  tempat  kediaman Pemohon Informasi  untuk se lanjutnya

di teruskan kepada Pengadi lan yang bersangkutan '

(3)  pengadi lan yang mener ima permohonan sebagaimana d imaksud ayat  (21 waj ib

mengi r imkan ke Pengadi lan yang berwenang sebagaimana d imaksud ayat  (1") '

Pasal  6

(1)  Selambat- lambatnya 14 (empat  belas)  har i  se jak keberatan d i  reg is ter  d i  Kepani teraan

pengadi lan,  Pani tera meminta Komis i  ln formasi  yang memutus perkara tersebut  untuk

mengir imkan sal inan resmi  putusan yang d isengketakan ser ta se luruh berkas

perkaranya.

(Z l  Komis i  In formasi  waj ib  mengi r imkan putusan dan berkas perkara sebagaimana

dimaksud ayat  (1)  ke Pengadi lan se lambat- lambatnya L4 (empat  belas)  har i  se jak

permintaan d ia jukan.

(3)  Termohon keberatan dapat  menyerahkan jawaban atas keberatan kepada Pani tera

Pengadi lan dalam waktu 30 ( t iga puluh)  har i  se jak keberatan d i reg is ter .

(4)  Selambat- lambatnya 3 ( t iea)  har i  sete lah lewat  tenggang waktu sebagaimana d imaksud

ayat  (3) ,  Ketua Pengadi lan menunjuk Maje l is  Hakim untuk mengadi l i  perkara.



BAB IV

TATA CARA PEMERIKSAAN

Pasal  7

(1)  pemer iksaan d i lakukan secara sederhana hanya terhadap Putusan Komis i  In formasi ,

berkas perkara ser ta pemohonan keberatan dan jawaban atas keberatan ter tu l is  dar i

para p ihak.

(2)  Pemer iksaan d i lakukan tanpa proses medias i '

(3)  pemer iksaan bukt i  hanya dapat  d i lakukan atas hal -ha l  yang d ibantah sa lah satu atau

para p ihak ser ta j ika ada bukt i  baru se lama d ipandang per lu  o leh Maje l is  Hakim'

(4) Untuk terangnya suatu perkara, Majel is Hakim dapat memanggil Komisi lnformasi

untuk member ikan keterangan apabi la  d iper lukan.

Pasal  8

(1)  Keberatan d iper iksa dan d iputus o leh Maje l is  Hakim yang sedapat  mungkin terd i r i  dar i

hak im-hakim yang mempunyai  pengetahuan d i  b idang keterbukaan in formasi .

(2)  pemer iksaan keberatan d i lakukan dalam s idang yang terbuka untuk umum, kecual i

terhadap pemer iksaan dokumen yang ber is ikan in formasi  yang d ikecual ikan.

(3)  Maje l is  Hakim waj ib  menjaga kerahasiaan dokumen sebagaimana d imaksud ayat  (2) .

(4)  pemohon Informasi  a tau kuasanya t idak dapat  mel ihat  a tau melakukan pemer iksaan

terhadap dokumen-dokumen sebagaimana d imaksud ayat  (2) .

Pasa l  9

(1)  pengadi lan waj ib  memutus dalam waktu pal ing lambat  60 (enam puluh)  har i  se jak

Maje l is  Hakim d i te tapkan.

(2)  Terhadap putusan Pengadi lan sebagaimana d imaksud pada ayat  (1)  dapat  d ia jukan

kasasi  ke Mahkamah Agung dalam waktu pal ing lama i .4  (empat  be las)  har i  se jak

putusan d iucapkan dalam s idang terbuka untuk umum apabi la  para p ihak hadi r  a tau l -4

(empat  belas)  har i  se jak is i  a tau amar putusan d iber i tahukan kepada para p ihak o leh

Jurus i ta  untuk sengketa d i  Pengadi lan Neger i ,  a tau se jak pember i tahuan putusan

dik i r imkan mela lu i  pos untuk sengketa d i  Pengadi lan Tata Usaha Negara.

(3)  Mahkamah Agung waj ib  memutus dalam waktu pal ing lambat  30 ( t iga puluh)  har i  se jak

Maje l is  Hakim d i te tapkan.



BAB V

PUTUSAN

Pasal l-0

(1 )  Pu tusan  d iucapkan  da lam s idang  yang  te rbuka  un tuk  umum'

(2)  putusan Pengadi lan dapat  berupa membata lkan atau menguatkan putusan Komis i

ln formasi  dengan merujuk pada Pasal  49 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi  Publ ik '

BAB VI

PELAKSANAAN PUTUSAN

Pasal  11

Putusan Pengadi lan yang te lah berkekuatan hukum tetap d i laksanakan sesuai  dengan

hukum acara yang ber laku d i  masing-masing l ingkungan peradi lan.

Pasal  12

(1)  Putusan Komis i  ln formasi  yang berkekuatan hukum tetap dapat  d imintakan penetapan

eksekusi  kepada Ketua Pengadi lan yang berwenang o leh Pemohon Informasi .

(2 \  Permohonan untuk mendapatkan penetapan eksekusi  sebagaimana d imaksud ayat  (L)

d i lakukan dengan mengajukan permohonan ter tu l is  dengan melampirkan sa l inan resmi

putusan Komis i  In formasi  yang te lah berkekuatan hukum tetap tersebut  ke Pengadi lan

dalam wi layah hukum Badan Publ ik  sebagaiTermohon Eksekusi .

(3)  Ketua Pengadi lan mengabulkan atau menolak pember ian penetapan eksekusi  da lam

waktu pal ing lambat  7 ( tu juh)  har i .

(4)  Penetapan eksekusi  sebagaimana d imaksud ayat  (1)  d ibuat  sesuai  dengan format

sebaga imana  te r l amp i r  da lam Pera tu ran  i n i .

(5)  Putusan Komis i  In formasi  yang te lah mendapatkan penetapan eksekusi  d i laksanakan

berdasarkan per in tah Ketua Pengadi lan sesuai  dengan Pasal  1- i " .

BAB VI I

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal  13

(1)  Terhadap sengketa in formasi  yang te lah d idaf tarkan ke Pengadi lan namun belum

diper iksa o leh maje l is  hak im ber laku ketentuan dalam peraturan in i .



(2)  Terhadap putusan Komis i  ln formasi  yang te lah d iputus namun belum di laksanakan
dapat  d imintakan penetapan eksekusi  sebagaimana d iatur  da lam peraturan in i .

BAB VI I I

KETENTUAN PENUTUP

Pasal  L4

Ketentuan hukum acara perdata dan ta ta usaha Negara te tap ber laku sepanjang t idak
di tentukan la in  dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi  Publ ik  dan peraturan Mahkamah Agung in i .

Pasal  L5

Peraturan in i  mula i  ber laku pada tanggal  d i te tapkan.

Ditetapkan

Pada tanggal

DI JAKARTA

29 NOVEMBER 2011

AHKAMAH AGUNG

INDONESIA

A. TUMPA



LAMPIRAN
PERMA MAHKAMAH AGUNG RI

NO. 02 TAHUN 2011

PENETAPAN

Nomor :

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Kami, Ketua Pengadilan Negeri/Pengadilan Tata Usaha Negara (nama pengadilan

Nege ri/Pe ngo di I a n Toto IJ so ha N ega ra ) :

Membaca surat permohonan tertanggal (tanggal, bulon dan tahun) dari : (nama pemohon

Eksekusi), beralamat di (alomat, kecomoton, kobupoten/koto), selanjutnya disebut sebagai
Pemohon Eksekusi ,  yang pada pokoknya te lah memohon kepada pengadi lan

Negeri/Pengadilan Tata usaha Negara (noma Pengadilan Negeri/pengodilan Tata usaha
Negara) untuk memerintahkan pelaksanaan putusan/eksekuatur atas putusan Komisi
lnformasi (Noma Komisi lnformasi)Nomor : (nomor putusan Komisi lnformosi dimaksud),
tertanggal (tanggol, bulan dan tahun), dalam perkara antara :

(nama), sebagai pemohon Eksekusi ;

lawan :

(namo),sebagai Termohon Eksekusi ;

Membaca  pu la  :

Putusan Komis i  In formasi  Nomor :  (nomor

(tanggal, bulan don tahun) dan surat_surat

di atas;

Putusan Komisi tnformosi dimaksud), tertanggal

lain yang berhubungan dengan perkara tersebut

Menimbang,  bahwa Putusan Komis i  In formasi  tersebut  d i  a tas te lah
didaf tarkan/d is impang d i  Kepani teraan Pengadi lan Neger i /pengadi lan Tata Usaha Negara
(namo Pengadilon Negeri Pengadilon Negeri/Pengadilan Toto usoha Negora)pada hari:
(hari' tonggol, bulon don tahun), terdaftar di bawah Nomor : (nomor register permohonan
penetopon);



Menimbang,  bahwa amar Putusan Komis i  In formasi  tersebut  berbunyi  sebagai
ber ikut

MEMUTUSKAN :

1,. (amor putusan Komisi tnformasi);

2. (dst)

Memperhat ikan ketentuan-ketentuan uu Nomor 1.4 Tahun 20og tentang
Keterbukaan Informasi  Publ ik  dan peraturan-peraturan la in  yang berhubungan dengan i tu  ;

MENETAPKAN :

Mengabulkan permohonan pemohon Eksekusi  tersebut  d i  a tas;

Menyatakan bahwa Putusan Komisi Informasi Nomor : (nomor putusan Komisi
lnformosi dimaksudl, tertanggar (tonggor, buron dan tohun)dapat diraksanakan;

Demikian ditetapkan di ....(wilayah Pengodilon Negeri/pengadilan Tota IJsaho
Negaro)' oleh Kami : (nomo Ketua Pengadilan Negeri pengodilan Negeri/pengaditon Tato
usoho Negora) Ketua Pengadilan Negeri/Pengadilan Tata Usaha Negara (namo pengadilan
Negeri/Pengadilan Toto rJsoha Negora), pada tangg ar : (tanggal, buran dan tahun).

KETUA PENGADILAN NEGERI/PENGADILAN

TATA USAHA NEGARA

(namo pengadilan Negeri)

(Noma Ketuo pengadilon

Negeri/Pengadilan Tota tJsaha Negoro)

N IP :


